


10.

11.

12.

13.

14.

15.

indang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
{ T.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048 );

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenanganh
Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di
Ridang Pajak Daerah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri S8Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ............



Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Seri A},
diubah sebagai berikut

A. Pasal 1 huruf a, b, ¢, d, e dan i berbunyi
sebagai berikut
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah ;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
heserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Radan Eksekutif Daerah ;

¢. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah ;

e. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan
beroda dua atau 1elhih bheserta gandengannya
yang ddigunakan di semua jenis Jjalan darat,
dan digerakan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertaentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor vyang bersangkutan, termasuk alat-
alat herat dan alat-alat besar yang bergerak.

e

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat
disingkat SPTPDN, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak
dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

B. Pasal ........ce0...



Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Obiek pajak adalah kepemilikan dan atau
penguasaan kendaraan bermotor, termasuk
kepemiiikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor alat- alat berat dan alat- alat besar
sekalipun tidak digunakan sebagai angkutan orang
dan atau barang dijalan umum.

Diantara Pasal 3 dan 4 disisipkan Pasal "Pasal
3A dan Pasal 3B" baru, yang berbunyi sebagai
berikut

Pasal 3A

(1) Kendaraan Bermotor dari luar Daerah (Non KH)
yang beroperasi diwilayah Kalimantan Tengah
mulai dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3
(tiga) bulan, dipungut Pajak Kendaraan
Bermotor ( PKB-nya ) sebesar 1/12 dari tarif
PKRBR yang bherlaku untuk setiap bulannya.

(2) Bagi Kendaraan Bermotor dari 1luar Daerah
(Non KH) vang beroperasi di Wilayah
Kalimantan Tengah selama lebih dari 3 (tiga)
bulan, dipungut Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB-nya) dengan tarif pajak penuh 1 (satu)
tahun.

Pasal 3B

(1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian
diperuntukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dengan
pembagian

a. Bagian Pemerintah Propinsi Kalimantan
Tengah sebesar 70 §%.

b. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar
30 %.

(2) Penyaluran bagi hasil sebhagaimana dimaksud

ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal II ...........
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TT.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PRRATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I
KALTMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PATJAK KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM.

Rerdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Dasrah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
NDaarah, szerta Undang- uvndang Nomer 34 tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Republik Tndonesia Nomor 18 Tahun
1297 tentang Pajak Naeral Dan Retribusi Daerah, dimana pada
prinsipnya ketentuan ketiga Undang-undang tersebut memberikan
kasempatan kepada Daerah sebagai Daerah otonom untuk menyusun
Anggaran Pendapatan Tan Belanja DNaerahnya sedapat mungkin
mangutamakan sumher penerimaan daerah dari sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yaitu Pajak Daerah dan Retribusi
NDaerah.

Sesuai pula dengan kondisi alam Kalimantan Tengah saat
ini, maka salah satu jenis Pajak Daerah yang dianggap cukup
dominan kontribusinyva dalam menyukseskan pelaksanaan APBD
Propinsi Kalimarntan Tangah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomcr 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan
Rarmotor ditetapkan berdaszarkan ketentuan Undang-undang
Republik Tndonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah, maka ketentuan yang diatur dalam Bab I Pasal
1  Peraturan Daerah, dimaksud, perlu divhah untuk disesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pamerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, serta
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
tindang-undarng Republik Tndonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Hal ini perlu Adilakukan sebagai upava Pemerintah Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Dasral guna memhiavai pembangunan diseagala bidang yang sedang
dilaksanakan sekarang ini dan seterusnya, sesuai tuntutan dan
perkembangan mazyarakat Kalimantan Tengah saat ini.

PENJET,ASAN PASAIL DEMT PASAL.

Pazal T huruf A
Pasal 1 huruf e : Yang termasuk jenis alat-alat berat dan
alat-alat besar adalah sebagai berikut

- Forklip/Traktor ..............



Pasal T Huruf B
Pasal 3R ayat (2)

Pasal

TT

- Forklip/Traktor

- Buldozer

- Leoader

- Skider

- Shovel/Scarper/Crawler

- Grader

- Exavator

- Crane

- Farm Traktor

- Looging Truck

- Aspal Mixing Plant

- Mesin Gilas (Stom wals)

- Lokomotif

- Alat-alat berat dan alat-alat besar
lainnya vang sifatnya dapat
dikategorikan sebagai objek pajak.

Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud
avat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
sebesar 30 % diatur sebagai berikut :

- 50 % dibagi rata kepada Kabupaten/Kota.

- 50 % dibagi sesuai dengan prosentase
realisasi penerimaan pada masing-masing
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Cukup jelas.



